BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

bahwa upaya perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan
kecil dan pembudi daya ikan merupakan tanggung jawab
negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
berdasarkan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa Kabupaten Banggai memiliki nelayan kecil dan
pembudi daya ikan yang banyak dalam jumlah, menghadapi
berbagai kesulitan dalam melakukan usaha perikanan serta
memiliki keterbatasan pengetahuan, pembiayaan dan akses
ilmu pengetahuan, teknologi, hasil rekayasa, dan informasi
usaha perikanan sehingga ~membutuhkan kehadiran
Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan dan
pemberdayaan;

bahwa berdasarkan ketentuan huruf Y angka 2 huruf a
Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang, daerah  kabupaten/kota berwenang dalam
pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 44
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah
Daerah bertanggung jawab melaksanakan perlindungan dan
pemberdayaan kepada nelayan dan pembudi daya ikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5870) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7063);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
dan
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN

PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1

Perlindungan adalah segala upaya untuk membantu perseorangan
tertentu /kelompok tertentu yang melakukan kegiatan di sektor Perikanan
dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan
sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, kegagalan produksi,
dan perubahan iklim.

Pemberdayaan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan
perseorangan tertentu/kelompok tertentu yang melakukan usahanya yang
lebih baik di sektor Perikanan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan
dan pendampingan, kemitraan usaha, fasilitasi pembiayaan dan permodalan,
kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta
penguatan kelembagaan.
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Perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya
untuk membantu Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam menghadapi
permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan.

Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk
meningkatkan kemampuan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk
melaksanakan Usaha Perikanan secara lebih baik.

Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan
Penangkapan Ikan.

Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang
menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal
penangkap [kan.

Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan lkan di
perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan
secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.

Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang
digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan
Penangkapan lkan.

Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta
dalam usaha Penangkapan Ikan.

Penyewa Kapal adalah Setiap Orang yang menguasai kapal Penangkap Ikan
milik orang lain berdasarkan perjanjian.

Penangkapan lkan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang
tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang
mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian termasuk kegiatan yang
menggunakan  kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,
mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Pembudi Daya lkan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya
melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.

Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan,
dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang
terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengawetkannya.

Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus
hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi,
produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang
dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.

Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis
Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan,
dan pemasaran.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk
badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan
usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, serta pengolahan, dan
pemasaran hasil Perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Republik
Indonesia.
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Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan
untuk Nelayan atau Pembudi Daya lkan atau berdasarkan budaya dan
kearifan lokal.

Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan
atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan dan Pembudi Daya Ikan kepada
perusahaan pembiayaan dan bank.

Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kabupaten adalah Kabupaten Banggai.

Bupati adalah Bupati Banggai.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Banggai dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di bidang perikanan.

Bagian Hukum adalah salah satu bagian pada Sekretariat Daerah yang
merupakan salah satu unsur dalam penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang melaksanakan salah satu urusan pemerintahan bidang hukum yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan berdasarkan

asas:

a. kedaulatan;

b. kemandirian;

c. kebermanfaatan;

d. kebersamaan;

e. keterpaduan;

f.  keterbukaan;

g. efisiensi-berkeadilan;

h. keberlanjutan;

i.  kesejahteraan;

j-  kearifan lokal; dan

k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan bertujuan

untuk:

a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan
usaha;

b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;

c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;

d. menguatkan Kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dalam
menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan
berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;

e. ~menumbuhkembangkan sistem dan Kelembagaan pembiayaan yang melayani
kepentingan usaha;

f.  melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan

g memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.
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Pasal 4

Batasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan Perlindungan
dan Pemberdayaan yakni:
a. untuk Nelayan dibatasi pada:
1. Nelayan Kecil;
2. Nelayan Tradisional,
3. Nelayan Buruh; dan
b. untuk Pembudi Daya lkan dibatasi:
1. pembudi daya ikan kecil; dan
2. penggarap lahan budi daya.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. perencanaan;

b. Perlindungan;
c. Pemberdayaan;
d. peran serta masyarakat; dan
e. pendanaan.
BAB II
PERENCANAAN
Pasal 5

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi
Daya Ikan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh,
transparan, dan akuntabel.

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:

a. daya dukung sumber daya alam lingkungan;

b. kebutuhan sarana dan prasarana;

c. kebutuhan teknis, ekonomis, Kelembagaan, dan kearifan lokal di
Kabupaten;

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

tingkat pertumbuhan ekonomi; dan

aspirasi dan jumlah Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.

-0 o

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diintegrasikan ke
dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

c. Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah;

d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan

e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah menyusun strategi Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.

Strategi Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:

a. prasarana dan sarana produksi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan;

b. kepastian usaha dan perlindungan hukum Nelayan Kecil dan Pembudi
Daya Ikan;
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c. perlindungan terhadap harga hasil Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan;
dan

d. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak
perubahan alam.

Strategi Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal

meliputi:

a. pendidikan dan pelatihan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan
termasuk keluarganya;

b. penyuluhan dan pendampingan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan;

c. kemitraan usaha Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan;

d. memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Nelayan Kecil dan Pembudi
Daya Ikan;

e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bagi

Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan dan/atau masyakarat; dan
f. penguatan Kelembagaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah menyusun kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan Kecil dan Pembudi Daya lkan mengacu pada asas dan tujuan
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:

a. keselarasan dengan kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah Provinsi
pada program Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan
Pembudi Daya Ikan; dan

b. sinergi dalam pelaksanaannya dengan masyarakat dan/atau pemangku
kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan Perlindungan
dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan melibatkan Nelayan
Kecil dan Pembudi Daya Ikan.

Penyusunan strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
terkait.

Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana Perikanan dalam rencana
jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

BAB III
PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan meliputi Perlindungan
bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.

Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
penentuan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
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Pasal 11

Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberi Perlindungan terhadap
Nelayan Kecil dan Pembudi Daya [kan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab Perlindungan kepada Nelayan Kecil dan
Pembudi Daya lkan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudi Daya
Ikan.

Pasal 12

Perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan dilaksanakan dalam bentuk:

™o Q0o

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

penyediaan prasarana Usaha Perikanan;

penyediaan sarana Usaha Perikanan;

pemberian jaminan kepastian Usaha Perikanan;
jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan;
jaminan keamanan dan keselamatan; dan

fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum.

Bagian Kedua
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan

Pasal 13

Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Usaha Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.

Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. prasarana Penangkapan Ikan;

b. prasarana Pembudidayaan lkan; dan

c. prasarana pengolahan dan pemasaran.

Prasarana Penangkapan lkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

meliputi:

a. memfasilitasi pemberian rekomendasi bahan bakar minyak dan sumber
energi lainnya untuk Nelayan Kecil;

b. tempat pelelangan Ikan; dan

c. tempat penyimpanan berpendingan dan/atau pembekuan.

Prasarana Pembudidayaan lkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

meliputi:

a. lahan dan air;

b. memfasilitasi pemberian rekomendasi bahan bakar minyak dan sumber
energi lainnya untuk Pembudi Daya lkan; dan

c. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.

Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ meliputi:

a. tempat pengolahan lkan; dan

b. tempat penjualan hasil Perikanan;

Penyediaan prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas.

Penyediaan prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Ketiga
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan

Pasal 14

Pemerintah Daerah menyediakan sarana Usaha Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.

Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sarana Penangkapan lkan;

b. sarana Pembudidayaan Ikan; dan

c. sarana pengolahan dan pemasaran.

Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan
berasal dari produksi dalam negeri.

Pemerintah Daerah mendorong peran serta Pelaku Usaha untuk menyediakan
sarana Usaha Perikanan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.

Penyediaan sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 15

Pemerintah Daerah dapat memberikan rekomendasi untuk memperoleh
subsidi berupa:

a. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya kepada Nelayan Kecil,;
dan

b. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya kepada Pembudi Daya
Ikan.

Pemberian rekomendasi mendapatkan subsidi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) difasilitasi oleh Dinas.

Bagian Keempat
Jaminan Kepastian Usaha Perikanan

Pasal 16

Pemerintah Daerah menjamin kepastian Usaha Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf c bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.

Jaminan kepastian Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan:

a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang
menguntungkan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya lkan; dan

b. memastikan adanya perjanjian tertulis antara Nelayan Kecil dan Pembudi
Daya Ikan dengan Pelaku Usaha Perikanan.

Kewajiban menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi
perindustrian dan perdagangan.

Pasal 17
Nelayan Pemilik dan Penyewa Kapal yang melakukan kegiatan Penangkapan

Ikan melibatkan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional dan Nelayan Buruh wajib
membuat perjanjian kerja bagi hasil secara tertulis.
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Dalam hal Nelayan Pemilik dan Penyewa Kapal melanggar kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyampaikan
laporan kepada Pemerintah Provinsi untuk memperoleh tindakan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban
memberikan pendampingan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.

Perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan kemitraan usaha berdasarkan prinsip adil,
menguntungkan bagi kedua belah pihak dan mempertimbangkan kearifan
lokal.

Bagian Kelima
Jaminan Risiko Penangkapan Ikan,
Pembudidayaan Ikan

Pasal 19

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Nelayan Kecil dan
Pembudi Daya Ikan atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan
Ikan, Pembudidayaan lkan, mengolah [kan dan memasarkan Ikan.

Risiko yang dihadapi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya lkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kecelakaan kerja;

b. kehilangan nyawa; atau

c. jenis risiko lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk
failisitasi akses penjaminan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan melalui
Perusahaan Penjaminan.

Pasal 20

Dinas memfasilitasi setiap Nelayan Kecil dan Pembudi Daya lkan untuk
menjadi peserta asuransi Perikanan pada badan atau perusahaan asuransi.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pendataan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya lkan sebagai peserta
asuransi;

b. akses sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan Kecil dan Pembudi
Daya lkan; dan

c. pengajuan klaim asuransi bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.

Bagian Keenam
Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 21
Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan keamanan dan

keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e bagi Nelayan
Kecil dan Pembudi Daya Ikan.
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(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dapat berupa:
a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan Kecil dalam
melakukan Penangkapan Ikan; dan
b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan Kecil yang
mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan.

(3) Jaminan keamanan dan keselamatan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya
Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas
melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana
daerah dan instansi vertikal terkait di Kabupaten.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum

Pasal 22

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan layanan bantuan dan
pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f bagi
Nelayan Kecil dan Pembudi Daya lkan sebagai Pelaku Usaha Mikro yang
mengalami permasalahan hukum dalam menjalankan kegiatan atau usahanya.

Pasal 23

(1) Fasilitasi Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

penyuluhan hukum;

konsultasi hukum;

mediasi;

penyusunan dokumen hukum; dan/atau

pendampingan di luar pengadilan.

oo o

(2) Fasiltasi Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

(3) Fasilitasi Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan/atau difasilitasi oleh Bagian
Hukum.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Fasilitasi layanan
bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Nelayan
Kecil dan Pembudi Daya lkan sebagai pelaku Usaha Mikro yang meminta
layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
c. perguruan tinggi.

(3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. konsultasi hukum;
b. mediasi;
c. penyusunan dokumen hukum;
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(5)

(1)

(2)

(1)

(2)
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d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
e. pendampingan di pengadilan.

Fasilitasi pemberian bantuan pembiayaan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi
Daya Ikan sebagai Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan
pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Bagian Hukum.

Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan
fasilitasi pemberian bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan
hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kerja
sama.

Ketentuan mengenai besaran biaya layanan bantuan dan pendampingan
hukum kepada Pelaku Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Bantuan pembiayaan layanan dan pendampingan hukum yang disediakan
pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan dalam lingkup
perkara perdata dan tata usaha negara.

Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perjanjian/kontrak;

b. perkreditan;

c. Ketenagakerjaan,;

d. Hak Kekayaan Intelektual; dan
e. perpajakan.

Pasal 26

Pemberian pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum yang

disediakan pihak lain dilakukan dengan cara:

a. Nelayan Kecil dan Pembudi Daya [kan mengajukan permohonan secara
tertulis berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi
kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan
salinan atau fotokopi nomor induk berusaha dan dokumen yang
berkaitan dengan perkara;

c. Bagian Hukum melakukan identifikasi dan seleksi terhadap permohonan
Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan sesuai lingkup permasalahan
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b;

d. terhadap permohonan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan yang
termasuk dalam lingkup permasalahan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf a, Bagian Hukum menetapkan pihak lain untuk
menyelesaikan permasalahan hukum Nelayan Kecil dan Pembudi Daya
Ikan yang dibuktikan dengan laporan atau dokumen hasil bantuan dan
pendampingan hukum bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan;

e. atas dasar bukti pelaporan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud
pada huruf d, Bagian Hukum memfasilitasi bantuan pembiayaan bagi
Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan; dan

f.  Fasilitasi bantuan pembiayaan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai perubahan tata cara permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
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Pasal 27

Dalam hal pembiayaan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya lkan sebagai
pelaku Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan
hukum yang disediakan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
belum tersedia dan/atau tidak mencukupi, Bupati memfasilitasi permohonan
kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Perikanan melalui Deputi penanggung jawab program.

Fasilitasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Bagian Hukum dengan mengkoordinasikan dan meneruskan dan persyaratan
Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Masalah Hukum melalui Deputi penanggung jawab
program.

BAB IV
PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

Pemberdayaan dilakukan terhadap:

a.
b.

(1)

(2)

(1)

(2)

Nelayan Kecil; dan
Pembudi Daya Ikan.

Pasal 29

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dalam
bentuk kegiatan:

pendidikan dan pelatihan;

penyuluhan dan pendampingan;

kemitraan usaha;

memfasilitasi pembiayaan dan permodalan,;

kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
penguatan Kelembagaan.

Moo o

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan keterlibatan dan kebutuhan rumah tangga Nelayan Kecil dan
Pembudi Daya Ikan.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 30

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a kepada Nelayan Kecil dan Pembudi
Daya Ikan termasuk kepada keluarganya.

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;

b. pengembangan pelatihan kewirausahaan; dan/atau

c. memfalisitasi akses beasiswa pendidikan.
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(4)
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Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan
kepada upaya untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil
dan Pembudi Daya Ikan.

Beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diberikan
kepada siswa anak Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang berprestasi.

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 31

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat bekerja sama dengan
lembaga pendidikan dan pelatihan swasta berbasis kompetensi.

(1)

(2)

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 32

Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendampingan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b kepada Nelayan Kecil
dan Pembudi Daya Ikan termasuk kepada keluarganya.

Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Dinas.

Pasal 33

Materi penyuluhan dan pendampingan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan
minimal meliputi:

a.

b.
e
d
e

(1)

(2)

tata cara Penangkapan lkan dan Pembudidayaan Ikan;
analisis kelayakan usaha;

kemitraan dengan Usaha Perikanan;

pengelolaan permodalan usaha; dan

pengolahan dan pemasaran [kan.

Bagian Keempat
Kemitraan Usaha

Pasal 34

Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha Nelayan Kecil dan Pembudi
Daya lkan.

Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
dengan:

masing-masing antar Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan,;

pengolah atau pemasar hasil Perikanan;

koperasi di bidang Perikanan;

Pelaku Usaha atau non usaha di bidang Perikanan;

lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;

badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah; dan

pihak swasta.

fee e op
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Pasal 35

Kemitraan usaha Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan meliputi:

a. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;

b. pemasaran;

c. permodalan;

d. sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan;
dan/atau

e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan.

Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. inti-plasma;

b. perdagangan umum,;

c. bagi hasil; dan

d. kerja sama operasional.

Bagian Kelima
Memfasilitasi Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 36

Pemerintah Daerah memfasilitasi akses pembiayaan dan permodalan bagi
Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.

Pemberian fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. akses pendampingan penyaluran modal usaha;

b. akses bantuan penguatan modal; dan

c. pemanfataan dana tanggung jawab sosial perusahaan, dana program
kemitraan, dan dana bina lingkungan badan usaha.

Fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 37

Pemerintah Daerah dapat memberikan pembiayaan dan permodalan bagi
Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan bersumber dari kegiatan hibah dan
bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan Kabupaten.

Ketentuan mengenai hibah dan bantuan sosial kepada Nelayan Kecil dan
Pembudi Daya lkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
Peraturan Bupati.

Pasal 38

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fasilitasi akses pembiayaan dan
permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya lkan melakukan sosialisasi
dan pendampingan.

Sosialisasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Dinas.
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Bagian Keenam
Kemudahan Akses [lmu Pengetahuan,
Teknologi dan Informasi

Pasal 39

Pemerintah Daerah memfasilitasi kemudahan akses ilmu pengetahuan,
teknologi, dan informasi bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.

Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. kerja sama teknologi; dan

c. penyediaan fasilitas informasi untuk akses ilmu pengetahuan, teknologi,
dan informasi.

Ketentuan mengenai tata cara memperoleh kemudahan akses ilmu
pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

Penyediaan fasilitas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)
huruf ¢ minimal memuat informasi mengenai:

potensi sumber daya di bidang Perikanan;

potensi lahan dan air;

sarana produksi;

ketersediaan bahan baku;

harga;

peluang dan tantangan pasar;

prakiraan iklim dan/atau cuaca;

wabah penyakit;

pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan; dan
pemberian subsidi, bantuan modal subsidi, dan/atau bantuan modal.

F PRS0 A0 o
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Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Dinas melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyajikan informasi
secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh
Nelayan Kecil dan Pembudi Daya lkan dan/atau masyakarat.

Ketujuh
Penguatan Kelembagaan

Pasal 41

Pemerintah Daerah melakukan penguatan Kelembagaan Nelayan Kecil dan
Pembudi Daya Ikan.

Penguatan Kelembagaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya lkan dilaksanakan
sesuai dengan perpaduan budaya, norma, nilai, potensi dan kearifan lokal
serta karakteristik kelompok.

Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, akademisi,
praktisi dan pengusaha.
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Pasal 42

(1) Apabila Kelembagaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan belum terbentuk,
Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukannya.

(2) Kelembagaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya lkan dapat berbentuk:
a. kelompok Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan; dan
b. kelompok usaha bersama masing-masing bagi Nelayan Kecil dan Pembudi
Daya lkan.

(3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk
gabungan, asosiasi, koperasi atau badan usaha.

(4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai wadah
pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi dalam menyelesaikan
masalah.

(5) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) betugas:
a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam
mengembangkan usaha;
b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam
mengembangkan kemitraan usaha;
c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraaan Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. pemberian informasi yang menunjang Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan Kecil dan Pembudi Daya I[kan;
b. membantu proses pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan
Pemberdayaan;
C. penyusunan perencanaan; dan
d. Fasiltasi pembiayaan.

Pasal 44

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat dilakukan
oleh:

a. perseorangan;

b. Pelaku Usaha; dan

c. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 45

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 diatur dalam Peraturan Bupati.
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BAB VI
PENDANAAN

Pasal 46

Pendanaan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan

Pembudi Daya Ikan dibebankan pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

b. sumber pendaaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1
(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 1§ AMovember 2924

ATI BANGGAL

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 25 November d°29

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH: 83%-7 / 2024



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR < TAHUN 2024

I

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN
DAN PEMBUDI DAYA IKAN

UMUM

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan
limpahan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga pemanfaatannya harus
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran
masyarakat sesuai amanah dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkan amanah tersebut Negara
mempunyai tanggung jawab dalam bentuk pemenuhan hak dan kebutuhan
dasar setiap warga negara yang memiliki kegiatan/usaha sebagai Nelayan dan
Pembudi Daya [kan dengan melakukan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan.

Perikanan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan
dan pemanfaatan sumber daya lkan dan lingkungannya mulai dari praproduksi,
produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran, dimana
Nelayan Kecil dan Pembudi Daya lkan di Daerah merupakan pelaku kegiatan
yang rentan atas berbagai bentuk keterbatasan di tengah usaha perikanan
penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan skala besar.

Kecenderungan di Daerah berupa pengaruh peningkatan perubahan iklim,
globalisasi dan gejolak ekonomi yang ditimbulkannya, kerentanan terhadap
bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak memihak kepada
Nelayan Kecil dan Pembudi Daya lkan menjadi permasahan yang mendasar
dalam kegiatan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya lkan dimaksud. Demikian pula
halnya, terdapat kecendungan lemahnya Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan
dari pengetahuan teknis dan keterampilan, sulitnya pembiayaan dan permodalan
serta akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi terkait dengan
kegiatan usaha yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan Pembudi Daya lkan
dimaksud. Dalam kaitan inilah maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk
memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan kepada Nelayan khususnya
Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan. Perlindungan dimaksud merupakan
segala upaya untuk membantu perorangan/kelompok di sektor Perikanan dalam
menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana
produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen,
praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim. Pemberdayaan dimaksud
merupakan segala upaya untuk meningkatkan kemampuan perseorangan
tertentu/kelompok tertentu yang melakukan usaha di sektor Perikanan. Upaya
Perlindungan dan Pemberdayaan ini dilakukan melalui perencanaan, strategi
dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan kepada Nelayan Kecil dan
Pembudi Daya lkan.

Dalam aspek kewenangan Daerah, ketentuan huruf Y angka 2 huruf a
Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
daerah kabupaten/kota berwenang dalam pemberdayaan nelayan kecil dalam
daerah kabupaten/kota. Selanjutnya ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 44
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, sebagaimana telah diubah



II.

)

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan
perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan dan pembudi daya ikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Banggai tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
dan Pembudi Daya Ikan. Pengaturan Peraturan Daerah ini dibatasi kewenangan
Pemerintah Daerah dalam memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan yakni:
a. untuk Nelayan dibatasi pada:

1. Nelayan Kecil;
2. Nelayan Tradisional;
3. Nelayan Buruh; dan
b. untuk Pembudi Daya Ikan dibatasi:
1. pembudi daya ikan kecil; dan
2. penggarap lahan budi daya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan
harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan
Nelayan dan Pembudi Daya lkan yang memiliki hak untuk
mengembangkan diri.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah
penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan
Pembudi Daya lkan harus dilaksanakan secara independen
dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah
penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan
Pembudi Daya Ikan harus bertujuan untuk memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup
rakyat.

Huruf d
Yang imaksud dengan “asas kebersamaan” adalah
penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan
Pembudi Daya lkan harus dilaksanakan secara bersama-sama
oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah
penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan
Pembudi Daya lkan harus memadukan dan menyerasikan
berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah,
dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah
penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan
Pembudi Daya lkan harus dilaksanakan dengan memperhatikan
aspirasi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya lkan serta pemangku
kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi
yang dapat diakses oleh masyarakat.



.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah
penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan
Pembudi Daya Ikan harus memberikan peluang dan kesempatan
yang sama secara proposional kepada semua warga negara sesuai
dengan kemampuannya.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah
penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan
Pembudi Daya Ikan harus dilaksanakan secara konsisten dan
berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan
Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas Kkesejahteraan” adalah
penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan
Pembudi Daya Ikan harus dilakukan guna mencapai
kesejahteraan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah
penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan
Pembudi lkan harus mempertimbangkan karakteristik sosial,
ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam
tata kehidupan masyarakat di Daerah.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan
hidup” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan harus
menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi
yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara
biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.



Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber energi lainnya” adalah
sumber energi baru dan terbarukan, antara lain, energi
angin dan sinar matahari.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Lihat penjelasan ayat (3) huruf a.

Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 13 ayat (3) huruf a.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 13 ayat (3) huruf a.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.



Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keterlibatan dan kebutuhan rumah
tangga” adalah dimaksudkan untuk melakukan program
pemberdayaan kepada keluarga Petani, Nelayan Kecil, Pembudi
Daya Ikan, Pekebun dan Peternak guna meningkatkan
keterampilan, kemampuan dan kreativitas keluarga mereka dalam
bidang usaha, pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran hasil.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” adalah
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
pendidikan dan pelatihan teknis dan/atau Perangkat Daerah
masing-masing di bidang perikanan.




Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas
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